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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Kajian Relevan

1. Skripsi ini bertujuan
 untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat para calon pengantin ingin melaksanakan pemotretan Prewedding pada saudara ismail rahadi (Foto grafer Prewedding), dan Bagaimana Syariat Islam memandang kegiatan pemotretan Prewedding yang dilaksanakan sebelum akad nikah, pada kasus pemotretan saudara ismail rahadi (Foto grafer Prewedding.) Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data Primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan saudara ismail rahadi selaku Foto grafer Prewedding. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesimpulan bahwa Trend adalah faktor yang paling puncak yang menyebabkan banyaknya calon pengantin mendatangi saudara ismail rahadi untuk di potret dalam bentuk Foto Prewedding. Dan Syariat Islam memandang haram kegiatan pemotretan Prewedding yang dilakukan oleh saudara ismail rahadi, hal itu di sebabkan dalam pemotretannya selalu menggambarkan perilaku khalwat, ikhtilat, dan kasyful aurat.
2. Perbedan penilitian yang akan dilakukan adalah fokus pada hukum prewedding dalam Islam. Sedangkan penelitian relevan diatas berfokus pada factor-faktor yang menyebabkan dilakukannya foto prewedding. Sangat jelas perbedaan penelitian yang akan di lakukan. Adegan kemesraan sebelum pernikahan seringkali dilakukan oleh banyak masyarakat. untuk itu, upaya peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan hukum dalam Islam  agar supaya dapat diberikan solusi yang baik untuk foto prewedding dalam Islam.
B. Konsep Dasar Foto Prewedding

1. Pengertian Foto grafi dan Hukumnya dalam Islam

Foto grafi berasal dari bahasa Yunani, dari kata photos dan graphos. Photos berarti  cahaya dan graphos berarti tulisan/lukisan. Jadi secara harfiah, foto grafi adalah melukis dengan bantuan cahaya
. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, foto grafi merupakan seni dan proses penghasilan gambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan, dengan kata lain foto grafi juga diartikan melukis dengan cahaya
. Ada beberapa pihak yang meragukan hukum dari Foto grafi itu sendiri, apakah foto grafi dapat disamakan dengan hukum melukis atau menggambar, yang mana hal tersebut terlarang oleh Islam. 
“ Al -Jawabusy Syaafii Fii Ibaahatit-Tashwiril Futughrafi.”Bahwa pengambilan gambar dengan foto grafi, yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal dikalangan orang-orang yang berprofesi demikian, sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya, sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat foto grafi (tustel)  tersebut

Islam kegiatan pemotretan merupakan  yang dapat dibolehkan sebab bukan mewujudkan gambar yang belum ada, karena pengambilan gambar yang dilarang mewujudkan gambar yang belum terwujud. Sebab kegiatan pemotretan ini merupakan menahan gambar atau pemindahan gambar dalam cahaya. Gambar yang sudah berwujud artinya tidak membuat wujud lain yang tidak ada atau tidak Nampak. Sehingga kegiatan pemotretan ini sudah berwujud maknanya ciptaan Allah yang sudah ada namun dipindahkan dalam bentuk gambar.
2. Pengertian Foto Prewedding
Kata Foto Prewedding berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada souvenir pernikahan. Padahal pengertian dari kata ini sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara Midodareni (dari adat budaya Jawa, malam sebelum pernikahan berlangsung). 
Jadi pengertian yang betul tentang Foto Prewedding adalah benar – benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan Pre Wedding
.
Meskipun foto preweding dilakukan banyak orang dalam acara adat sebelum pernikahan tetap saja akan mengundang presepsi berbeda dikalangan orang banyak. Setiap adegan yang dilakukan mempertontokan yang belum layak seharusnya dilakukan sebab belum sah menjadi suami istri. Namun itu semua diataur dalam adat masing-masing. Dalam islam, foto prewedding jelas dilarang karena dilakukan sebelum akad nikah, yang berarti kedua calon pengantin belum menjadi pasangan yang halal untuk melakukan hal-hal seperti saling melihat, saling menatap atau saling bersentuhan. Beberapa foto prewedding yang dilakukan oleh saat ini bahkan sering kali menampakkan keintiman yang sudah jelas diharamkan untuk kedua calon pengantin, karena  saling melihat, menatap dan bersentuhan adalah perbuatan-perbuatan yang mendekati zina.
Seorang laki-laki dan perempuan sudah dapat dikatakan sebagai pasangan yang halal ketika kata-kata akad dalam pernikahan mereka sudah selesai diucapkan. Sayangnya, masih banyak umat islam yang belum mengerti sepenuhnya mengenai hal tersebut, dan tetap mengadakan sesi foto prewedding dalam pernikahan mereka tau pernikahan anak mereka. Bahkan foto prewedding dapat dikatakan sebagai suatu ‘kebiasaan’yang lama-lama menjadi sebuah ‘kewajaran’
.
Hal ini dapat dipahamkan bahwa foto Prewedding merupakan kebiasan yang menyimpang yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat disebabakan akan merusak moral generasi selanjutnya. Akan menajdi kebiasaan dan kewajaran apabilah dilakukan terus menerus foto Prewedding. Islam memandang bahwa mendekati zina sangat dilarang dan itu sudah merupakan sudah mendekati zina karena sikap dan perilakunya. Dalam Q.S. Al-Israh : 32 menjelaskan bahwa:
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Terjemahnya 

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk
.

Ayat di atas ini menjelaskan bahwa mendekati zina adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Untuk itu, foto Prewedding merupakan perbuatan yang perlu dihindari sebab karena dapat berefek pada perbuatan yang keji. Tidak dapat menutut kemungkinan akan terjadi adegan yang menghantarkan pada hawa nafsu. Pengertian zina bukan hanya berhubungan badan. Tetapi saling melihat atau menatap juga termasuk ke dalam zina, yakni zina mata. Berdua-duaan antara seorang laki-laki dan perempuan pun sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Apalagi jika saling berpegangan, saling merangkul atau saling memeluk.

3. Ikhtilat, Khalwat, & Kasyful Aurat
Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita yang bukan mahromnya, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. Khalwat adalah perilaku berdua-duaan antara seorang  pria dengan seorang wanita, atau sejenis keadaan itu, seperti ketika berada dalam gedung bioskop secara berpasangan laki-laki dan perempuan. “Khalwat maupun Ikhtilat hukumnya haram dalam agama Allah, karena keduanya merupakan sarana perusak moral ummat islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, serta mendatangkan kemurkaan Allah SWT”
.
Maka pada umumnya khalwat maupun Ikhtilat dilarang oleh agama Allah, sebab hal ini mengundang hawa nafsu dan merupakan sarana yang merusak moral generasi. Dengan demikian perlu adanya perbaikan dalam tatanam masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan keluarga. Untuk itu, lebih baik menghindari daripada megundang dan akan mendatanngkan kemurkaan Allah. Menurut pandangan Abdul Karim Zaidan dalam karyanya Mufashal Fii Ahkami Mar’ah. Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita adalah haram. Namun dibolehkan berikhtilat antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat dharurah syariah, hajat syariah, maslahah syariah, atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut
:
a. Ikhtilat yang dibolehkan sebab darurat
Seorang laki-laki yang menolong seorang wanita pada saat wanita tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya. Dalam keadaan sperti ini Karena ada udzur sehingga dapat dilakukan karena kepentingan kemasalahatan umat dan karena nyawa yang akan melayang.
b.  Ikhtilat yang dibolehkan karena hajat Syariah
ada beberapa yang dibolehkan ikhtilat karena hajat syariah yang hendak dilakukan maka dapat dilihat dibawah ini:
1). Berikhtilatnya laki-laki dan wanita untuk bermuamalah syariah seperti jual beli, gadai, dan lainnya.
2). Berikhtilatnya laki-laki dan wanita untuk menghormati tamu.

3). Berikhtilatnya laki-laki dan wanita dalam kendaraan umum untuk memenuhi hajat (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan sebagainya.)
c.  Ikhtilat yang menjadi hukum adat yang bersifat positif
Pertama. Berikhtilatnya laki-laki dan wanita disalah satu tempat berkumpul seperti  lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam dan hukum syariat, pandangan antara para lelaki dan wanita-wanita tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada khalwat antara seorang lelaki dan seorang wanita. Menurut imam Abi Bakar Usman Bin Muhammad Syatho Adhimmyati ulama dari mazhab Syafi’I dalam karyanya “Hasyiah I’anah Tholibhin” beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:
Adapun hukum berkumpulnya seorang wanita dan seorang lelaki pada perayaan yang tidak melanggar hukum syar’iyah diakhir Ramadhan (perayaan malam takbiran) adalah makruh selama tidak terdapat persentuhan badan antara lawan jenis yang ajnaby secara sengaja dan tanpa kebutuhan dharurat. Maka jika terjadi persentuhan yang disengaja dan tidak dalam kebutuhan dhorurat adalah haram hukumnya.”

Salah satu yang sah-sah saja yakni karena adanya kontenstasi agama seperti pada bulan ramadhan dan perayaan idul futri dan adha, hal ini karena sifatnya darurat tetapi bila disengaja maka hukumnya haram sebab bukan mahromnya. Namun bila tidak ada niat buruknya atas dasar kebaikan maka hukumnya makhru kalau sifatnya makruf maka dapat dilakukan asalkan jangan disengaja untuk  melakukannya. 
Dari ‘Umar bin Al Khatta b, ia berkhutbah di hadapan manusia di Jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus), lalu ia membawakan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

 “Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin. ”(HR. Ahmad 1: 18. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, para perowinya tsiqoh sesuai syarat Bukhari-Muslim)
.
Hadis ini mengingatkan kepada kita agar tidak berkhalwat atau berdua-duan tanpa ada yang menemaninya. Sebab aka ada orang yang ketiga yang disebut dengan setan yang selalu menggoda manusia dalam kesesatannya. Untuk itu, dihidarilah berkhalwat dengan sesama jenisnya untuk menghidari perzinahan yang dilarang oleh Allah. Kondisi berbaurnya wanita dengan laki-laki merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan-perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan zina. Kondisi seperti ini adalah salah satu penyebab terjadinya bencana kematian umum dan penyebab turunnya bencana wabah yang beruntun. 
Dahulu, ketika para wanita pelacur berbaur dengan tentara Musa, sehingga tersebarlah perbuatan-perbuatan amoral diantara mereka, maka Allah SWT menurunkan bencana wabah ditengah-tengah mereka. Sehingga hanya dalam waktu sehari saja, orang yang meninggal mencapai angka tujuh puluh ribu. Kisah ini masyhur didalam kitab -kitab tafsir
.
Agar terhidari dari benca dari Allah maka,hindarilah perbuatan yang merusak moral perlu adanya perbaikan struktur social yang dibangun dari induvidu masing-masing. Saat ini perkembangan kehidupan semakin meningkat, dari cara berpakaian sampai pada tingkat perilaku mendasar manusia bahkan terlebih lanjut lagi karena adanya budaya Foto Prawedding ditengah-tengah kita saat ini, akan membuat kita sangat berhati-hati dalam bersikap. Diantara penyebab kematian adalah tersebarnya perbuatan zina, disebabkan para wanita dibiarkan bebas berbaur dengan laki-laki, berjalan diantara kaum laki-laki dengan bersikap tabarruj. Seandainya para pemimpin dan penguasa mengetahui kerusakan yang ditimbulkan dari kondisi seperti ini sebelum diperingatkan oleh agama, maka mereka pasti akan bersikap jauh lebih tegas untuk mencegah munculnya kondisi seperti ini. Abdullah bin Mas’ud r.a berkata:“ jika perbuatan zina telah menyebar disuatu wilayah, maka Allah memberi izin untuk kebinasaannya.” 
Ibnu Abi ad–Dunya meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rosulullah SAW bersabda, dan diantara isi sabda beliau tersebut adalah, “Dan tidak menyebar perbuatan zina ditengah-tengah suatu kaum, kecuali banyak   kematian juga akan menyebar diantara mereka.”
 Masih hal yang serupa disjelaskan pulah Imam Ibnu Qayum dalam Abdul Mun’im Ibrahim menyebutkan bahwa:

Masih mengenai hal ini, Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, “Diantaranya adalah penguasa harus mencegah terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan di pasar-pasar, gang-gang dan tempat-tempat berkumpulnya laki-laki. Imam malik r.a. berkata, “imam atau penguasa hendaknnya mengatur dan mengawasi tempat para tukang emas dan perhiasan yang biasa didatangi kaum wanita. Dan saya berpendapat bahwa hendaknya jangan dibiarkan seorang gadis datang ketempat tukang emas. Adapun perempuan tua atau pembantu kecil yang tidak menimbulkan kecurigaan jika duduk didekatnya, maka saya melihat tidak apa-apa berada didekatnya.”

Dalam masyarakat moderen dewasa ini keluarga muslim menghadapi berbagai tantangan yang digerakkan dengan cermat dan teratur oleh kekuatan barat, baik kaum salib, kaum komunis, kaum zionis maupun oleh anak-anak kaum muslimin yang berguru kepada mereka, untuk menghancurkan keutuhan dan kemurnian keluarga muslim, untuk menyebarluaskan dekadensi moral, menyerukan pembauran kaum wanita dan pria, pengharusan kaum wanita belajar dalam lembaga pendidikan yang bercampur aduk laki-laki dan perempuan, menggalakan model-model pakaian yang terbuka aurat, memaksa kaum wanita keluar rumah dan memasuki lapangan kerja yang tidak sesuai dengan kepribadian dan fitrahnya. Rasulullah SAW bersabda:
Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”(HR. Thobroni dalam Mu’jam Al Kabir 20: 211. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Dalam hadis ini, dapat disimpulkan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahramnya sangat dilarang. Larangan ini amat keras sebab ditusuknya kepala dengan besi merupakan pertaruhan nyawa dan siksaan yang yang amat keji. Dengan demikian pernbuatan berikhtilad atau dapat menyentuh kulit wanita yang bukan marhamnya dapat dilarang, tidak boleh sama sekali dan ancamannya adalah ditusuk dengan besi. Hal ini memberikan pelajaran agar dapat menjauhi sehingga terhidar dari perbuatan yang keji itu. Betapa bahayanya perilaku ikhtilat, sehingga baginda Nabi Muhammad pun mengibaratkan bahwa tertusuk oleh pasak yang terbuat dari besi, masih lebih baik di bandingkan harus menyentuh lawan jenis yang bukan mahrom. Ini menunjukkan ketegasan dari baginda Nabi Muhammad kepada ummatnya untuk menjauhi perilaku ikhtilat dan khalwat.
Kedua. Mengenai hal membuka aurat dalam bahasa arab  Kasyful berasal dari kata kasyafa yaksyifu. Yang berarti membukakan atau menampakkan sesuatu. Sedangkan aurat mengandung arti anggota tubuh yang tidak baik diperlihatkan.
Pada umumnya kata aurat ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga para ahli tata Bahasa Arab yang mengatakan kata “Aurat” berasal dari“Aaro” artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang lain yang berpendapat, kata “Aurat” berasal dari kata “A’wara” yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Jadi aurat sesuatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu
.
Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan sunnah fi’liyah hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan
. Yang menjadi perdebatan adalah sampai manakah batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Dan apakah batasan aurat di dalam shalat berbeda dengan batasan aurat di luar shalat. kata aurat diartikan oleh mayoritas ulama tafsir sebagai “celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang.” Dengan arti lain kata aurat diartikan sebagai “sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang ataupun dianggap buruk bila diperhatikan.” 
Aurat dalam bahasa arab memang secara literal berarti “celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia yang membuat malu untuk dipandang.” Dalam Al-Qur’an, lafaz aurat disebut empat kali. Dua kali dalam bentuk tunggal (mufrad), surat Al-Ahzab:13, dan dua kali dalam bentuk plural (jamak) dalam surah An-Nur:31 dan 58

Berbagai macam pendapat bahwa aurat merupakan hal yang dapat ditutup oleh para wanita atau laki sempai pada batasnya. Sebab dapat berarti celah,kekurangan sesautu yang memalukan atau sesautu yang dipandang buru dari anggota tubuh. Dengan demikian yang mengumbar aurat termasuk yang tidak memiliki rasa malu sebab tidak lagi menutup yang seharunya dapat ditutup, turunlah harga diri dan nilai seseorang disebabkan Karena tidak menjaganya dengan baik. Sebab tidak ada lagi yang berharga atau dipandang-pandang secara terus menerus. Dapat dilihat beberpa pendapat dari  4 mazham sebagai berikut:

Menurut mazhab Maliki, sebagimana diterangkan Kahalil ibn Ishaq al-Jundi dalam al Mukhtasar, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan; kaki tidak termasuk pengecualian. Sedangkan pandangan mazhab Syafii hampir sama dengan mazhab sebelumnya, yakni bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja mazhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam atau di luar lingkungan keluarga dekat (mahram.). Menurut mazhab Ahmad ibn Hanbal, sebagai mana diungkapkan Mansur al-Bahuti dalam Kasyaf al-Qina’ Matn al-Qina; aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat

Itulah beberapa pandangan dari para Imam Mazhab mengenai batasan aurat wanita. Namun sungguh mengherankan, para wanita sekarang ini seakan tutup mata mengenai persoalan aurat yang seharusnya tertutup dengan pakaian dan jilbab. Hingga kebanyakan para wanita sekarang ini seakan berlomba untuk memperlihatkan auratnya dimuka umum.Dalam konteks “menutup aurat” (satru al-’aurat), syariat Islam tidak mensyaratkan bentuk pakaian tertentu, atau bahan tertentu untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Syariat hanya mensyaratkan agar sesuatu yang dijadikan penutup aurat, harus mampu menutupi warna kulit. Oleh karena itu, seorang wanita Muslim boleh saja mengenakan pakaian dengan model apapun, semampang bisa menutupi auratnya secara sempurna.
 Hanya saja, ketika ia hendak keluar dari rumah, ia tidak boleh pergi dengan pakaian sembarang, walaupun pakaian itu bisa menutupi auratnya dengan sempurna. Akan tetapi, ia wajib mengenakan khimar (kerudung) dan jilbab yang dikenakan di atas pakaian biasanya. Sebab, syariat telah menetapkan jilbab dan khimar sebagai busana Islami yang wajib dikenakan seorang wanita Muslim ketika berada di luar rumah, atau berada di kehidupan umum. Walhasil, walaupun seorang wanita telah menutup auratnya, yakni menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan, ia tetap tidak boleh keluar keluar dari rumah sebelum mengenakan khimar dan jilbab.
C. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya
1. Pengertian Hukum Islam

Dalam sejarah perkemb angan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu,  hingga  kini hukum Islam terkadang dipahami  dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami  dengan pengertian fiqh. Secara  bahasa, kata  syariah berarti “ jalan kesumber air” dan “tempat orang-orang minum”
. Orang Arab menggunakan istilah ini  khususnya dengan  pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi  tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut , syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui
 .
 Adapun kata  fiqh secara bahasa berarti “menget ahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, f iqh adalah sinonim kata “paham”
. Al-Quran menggunakan kata fiqh dalam pengertian memahami dalam arti  yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah fiqh tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja , tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, fiqh di pahami oleh kalangan ahli ushul al-fiqh sebagai hukum praktis hasil  ijtihad. Kalangan fuqaha (ulama fiqh) pada umumnya  mengartikan fiqh sebagai  kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar’i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks
. Pada sisi lainnya, dikalangan ahli  ushul fiqh, konsep syariah dipahami dengan pengertian “teks syar’i”  yakni sebagai  al-Nash al-Muqaddas yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak mengalami  perubahan. Fenomena perkembangan lainnya adalah adanya upaya untuk membedakan antara syariah dengan fiqh. Maka dengan itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

a. Perbedaan ruang lingkup , cakupannya. Syariah lebih luas meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan fiqh hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia.

b. Perbedaan dalam hal subjek. Subjek syariah adalah syar’i , yakni  Allah, sedang subjek fiqh adalah manusia.
c. Perbedaan mengenai  asal  mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis. Kata syariah telah digunakan sejak awal sejarah Islam seperti yang terda pat dal am Al -Quran (QS. 5: 48).  Adapun kat a fiqh dal am pengertian teknis baru di gunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keIslaman, pada a bad ke-2 Hij rah
.
Hukum Islam (fiqh) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi  tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi  hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya waris, iinayah, munakahat dan lain-lain.

Ada pula pendapat   yang mengatakan kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah ubudiyah dan ghairu ubudiyah. Kategorisasi ini  lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercora kagama dan aspek hukum yang bercorak peradaban, sekali pun aspek-aspek tersebut bersatu dalam sebuah kasus hukum. Misalnya, permasalahan qashar dan jama’ dalam shalat, ketentuan kebolehannya dan cara mengerjakannya merupakan aspek ubudiyah, sementara  batas atau jarak perjal anan yang membolehkann ya erat sekali dengan aspek peradaban. Aspek-aspek ubudiyah dalam hukum Islam bersifat mutlak dan universal, sedangkan aspek-aspek ghairu ubudiyah bersifat  relative dan kondisional.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai  kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di  dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai  individu maupun anggota masyarakat  dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan. Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat  yang membedakan antara hukum privat  (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat  di  tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini  di sebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi -segi perdata pula.
Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang di sebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1) munakahat, (2) waratsab, (3) muamalat dalam arti khusus, (4) jinayat atau ‘ukubat, (5) al-ahkam al-sulthani yah (khalifah), (7) mukhasamat
 . Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum Barat  yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang di ajarkan dal am Pengantar Ilmu Hukum d  Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti  luas itu adalah sebagai  berikut :

a. Hukum perdata (Islam) mencakup: 
1. munakahat; mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya;  
2. waratsab; mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu fara’id;  
3. mu’amalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal  jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

b. Hukum publik ( Islam) mencakup: 
1. ji nayat;  yang memuat aturan-aturan mengenai  perbuat anperbuatan yang di ancam dengan hukuman. baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta’zir. Jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW. (budud jamak dan hadd yang artinya batas). Jarimah ta‘zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan  ancaman hukumannya di tentukan oleh penguasa  sebagai  pelajaran bagi pelakunya ta’zir artinya ajaran atau pengajaran);  
2. al-ahkam al-sulthani yah; membica rakan soal -soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemeri ntahan  pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya;   
3. siyasat ; mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama  dan negara la in;  
4.  mukhasamat; mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukun acara
 .

Jika bagian hukum Islam bidang mu’amalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti yang telah menjadi  tradisi di ajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia,butir 1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, terdata  khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan, yakni  tata negara dan administrasi negara , butir 6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara
. 

Dengan demikian, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia  sehingga seorang Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti  bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail , kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia memiliki  l andasan hukum yang memberi  makna dan arah bagi manusia . Kendatipun secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut diberi  dasar oleh hukum Islam sehingga aspek-aspek kehidupan manusia  dapat terwujud secara Islami pula .

3. Prinsip dan Asas Hukum Islam
a. Prinsip-prinsip hukum Islam

Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan  oleh para ahli. Perbedaan tersebut timbul dari aspek jumlah prinsip hukum Islam yang dikemukakan para  ahli tersebut. Namun, sesungguhnya esensi dan prinsip hukum Islam adalah sama, yaitu bermuara  pada prinsip hukum Islam bertitik tolak dan prinsip akidah Islamiyah dengan sentralnya adalah tauhid. Prinsip hukum Islam meliputi  prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat  universal, sedangkan, prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma’ruf nahi  munkar, al -hurri yyah (kebebasan atau kemerdekaan), al-musawah (persamaan atau egalite), ta’awun (tolong menolong), dan tasamuh (toleransi).

b. Asas-asas hukum Islam
Hukum Islam seperti hukum-hukum yang lain  mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Kekuatan sesuatu hukum, seperti  sukar-mudahnya, hidup-matinya, dapat diterima atau  ditolak masyarakat; bergantung pada asas-asasnya. Dengan demikian, asas-asas hukum Islam mutlak dimiliki oleh hukum tersebut. Asas hukum Islam berasal dan sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang di kembangkan oleh akal pikiran orang yang memehuhi syarat untuk ijtihad
. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri . Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari :

1. Meniadakan kepicikan,

2. Tidak memperbanyak beban, 
3. Menempuh jalan penahapan,
4. Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
5. Asas mewujudkan keadilan
.
Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia dirinci  secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan sunah. Oleh karena itu, pendekatan l inguistik (Al -Qawa’id Al-Lughawi yyah), oleh para ahli ushul di gunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Quran dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat di pahami  kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sahih, dengan memper-hatikan ushul bahasa Arab dan cara-cara pemah amannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai  dan tidak cukup membantu untuk memahami kaidah hukum. 
4. Tujuan Hukum Islam
Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara ke maslahatan manusia, sekaligus menghindari  mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat . Tujuan tersebut hendak di capai melalui perintah dan larangan (takl if), yang pelaksanaannya. Tujuan syariat  Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al -Quran dan hadis. Lebih dan itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.  

Untuk menangkap  tujuan hukum yang terdapat  dalam sumber hukum, di perlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu ushul fiqih disebut dengan Maqashid Al-Syariah. Dengan demikian, penget ahuan Maqashid Al-Syariah menj adi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Pencarian para  ahli  Ushul Al-Fiqh terhadap mashlahat itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan mashlahat , dan menj adikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam Al –Quran ataupun hadis. Atas dasar asumsi  ini , dapat di katakan bahwa setiap metode pe netap an hukum yang di pakai  oleh para ahli Ushul Al-Fiqh bermuara pada Maqashi d Al-Syari’ah, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Lebih lanjut , para mujtahid menegaskan bahwa sesungguhnya syariat  itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan dia khirat. Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakalali mapokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara . Kelima unsur  pokok tersebut adalah : 

1. Hifzhu Ad-Din, yaitu memelihara  agama.

2. Hifzhu Al -Mal, yaitu memelihara harta kekayaan. 
3. Hifzhu An-Nasl, yaitu memelihara  keturunan.

4. Hifzhu Al -Aql, yaitu memelihara  akal .

5. Hifzhu Al -Nafi, yaitu memelihara jiwa

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, para ulama fikih membagi  tiga tingkatan tujuan syariah, yaitu : 
1. Maqashid Al -Dharuriyat  yaitu untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. 
2. Maqashid Al-Hajiyat, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.

3. Maqashid Al-Tahsi niyat  yaitu agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeiharaan lima unsur pokok
.
Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemashlahatan dapat  ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemashlahatan itu dijadikan titik tolak penentuan hukumnya.  Kemashlahatan seperti  itu lazim digolongkan dalam AlMashiahab Al-Mu’tabarah. Berbeda hal nya j ika kemashl ahatan itu tidak dijelaskan secara  eksplisit  dalam dua sumber itu. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat  penting untuk menggali dan menemukan mashlahat  yang terka ndung dal am menetapkan hukum. Pada dasarnya, hasil  penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan mashlahat  yang telah ditetapkan kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, mashlahat  dimaksud digolongkan sebagai AlMaslahat Al-Mughat.
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